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R NUSA TENGGARA TIMUR, GUBE 

a. Tarif Retribusi Izin U saha Perikanan telah 
an dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa 

Tengga a Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi 
Izin U a Pcrikanen; 

b. bahwa terdapat perubahan besaran tarif Retribusi Izin 
Usaha erikanan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
pada J · s U saha Perikanan Tangkap karena sudah tidak 
sesuai lagi dengan perkembangan harga di masvarakat; 

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 93 ayat ( 1 )  dan ayat (3) 

Undan -Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubun an Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemeri tahan Daerah, Tarif Retribusi ditinjau kembali 
paling ama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan 
Peratu an Kepala Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimak ud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
mene pkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan 
Atas T · Retribusi Izin Usaha Perikanan; 

1. Unda g-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang 
Pemb ntukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 
Tengg a Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 
Negar Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1 1 5 ,  
Tamb han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1649) 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indo esia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Neg a Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Und ng Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keu gan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Dae ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
202 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Ind esia Nomor 6757); 

DENGAN 

GUBEI IR NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN GI ERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 
NO M O R  S4 TAHUN 2022 

TENTANG 

RUBAHAN ATAS TARIF 
SI IZIN USAHA PERIKANAN 

MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 
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MEMUTUSKAN : 

GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

RIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN. 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
gan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemeri tahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indone ia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

4. Peratu an Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 
7 Tah n 2020 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan 
(Lemb an Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 
2020 mor 007, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Nusa T nggara Timur Nomor 0 1 1 5 ) ;  

PERATUrAu 

TARIF 

Menetapkan 

semua usaha orang pribadi atau Badan yang 
menangkap atau membudidayakan ikan, 

5. U saha Perikanan adal 

melaksanakan kegiat 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Bata an Pengertian dan Defenisi 

Pasal l 

Dalam Peraturan Gubemur ni, yang dimaksud dengan: 

1 .  Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

2 .  Pemerintah Daerah ad lah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

3. Gubemur adalah Gube ur Nusa Tenggara Timur. 

4. Dinas adalah Dinas K lautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara 
Timur. 

termasuk kegiatan me yimpan, mendinginkan, mengawetkan dan/ atau 
mpulkan ikan dan mengangkut ikan untuk 

tujuan komersial. 

6. Usaha Penangkapan I an adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di 
perairan yang tidak d am keadaan dibudidayakan dengan alat atau 
cara apapun, kegiatan yang menggunakan kapal untuk 

memuat, mengangku, menyimpan, mendinginkan, menangani, 

mengolah, dan/ atau ngawetkannya. 

7. Pembudidayaan Ikan a alah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, 

dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan 

yang terkontrol, term suk kegiatan yang menggunakan kapal untuk 

memuat, mengangku, menyimpan, mendinginkan, menangani, 
mengolah, dan/ atau m ngawetkannya. 
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an yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Izin 

· iki orang Pribadi atau Badan untuk melakukan 

Ikan yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin 

· · · setiap kapal perikanan untuk melakukan 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP. 

gkut lkan selanjutnya disingkat SIKPI adalah 

imiliki setiap Kapal Perikanan untuk melakukan 

antu pengumpul ikan yang berupa benda atau 

g atau yang dibuat dari bahan alami atau buatan 

a tetap atau sementara pada perairan laut. 

Rumpon yang selanjutnya disebut SIPR adalah 

s dimiliki oleh setiap orang atau perusahaan 

rumpon, sebagai upaya untuk 

tan dan/atau produksi perikanan. 

orang yang melakukan usaha perikanan 

izin tertulis yang h 

perikanan untuk 

meningkatkan pendap 

13 .  Orang Pribadi adalah 

dengantujuan komersi 
14.  orang dan/atau modal yang merupakan 

12 .  

t i  

8. 
tertulis yang harus di 
usaha perikanan. 

9. Surat Izin Penangkap 
tertulis yang harus d · 
penangkapan ikan yan 

10.  

surat izin yang harus 

kegiatan pengangkut 
1 1.  Rumpon adalah alat 

a Perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi 16 .  Retribusi Izin 
adalah retribusi s bagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin 
usaha perikanan d surat izin lainnya. 

kesatuan baik yang elakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang melip perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
an U saha Milik Negara a tau Daerah dengan nama 

dan dalam bentuk a apun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, 
koperasi, lembaga d a pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, org ·isasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, 

lembaga, bentuk u a tetap, dan bentuk badan lainnya. 
1 5 .  ertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu 

Pemerintah Daerah alam rangka pemberian izin kepada orang pribadi 
atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 

penggunaan sumbe aya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas 
tertentu guna me dungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan. 
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1 7. Wajib Retribusi adal orang pribadi dan/atau badan yang menurut 

peraturan perundang- ndangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi 

tertentu 

18. Masa Retribusi adal suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 

waktu bagi wajib retrib si untuk memanfaatkan jasa usaha perikanan. 

19. Surat Pendaftaran Obj k Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 

SPdORD adalah sura yang digunakan oleh wajib retribusi untuk 

melaporkan objek dan yang akan digunakan untuk 

menetapkan besamya etribusi yang terutang. 

20. Surat Ketetapan Re · usi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 

adalah surat ketetap retribusi yang menentukan besamya jumlah 

pokok retribusi yang te utang. 

2 1.  Surat Ketetapan Re Lebih Bayar, yang selanjutnya 

disingkat SKRDLB ad ah surat ketetapan retribusi yang menentukan 

jumlah kelebihan pem ayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi 

lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak 

terutang. 
22. Surat Tagihan Retrib si Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, 

adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi 

administrasi berupa b nga dan/atau denda. 
23. Surat Keputusan Ke eratan adalah surat keputusan atas keberatan 

terhadap SKRD, SKR LB atau terhadap pemotongan atau pemungutan 

oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi. 

Bagian Kedua 

Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 

( 1 )  Maksud ditetapkan Pe turan Gubernur ini adalah untuk menyesuaikan 
tarif perkembangan harga keekonomian yang ada 

dimasyarakat dan me enuhi amanat Pasal 93 ayat (1 )  Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 

Daerah. 

(2) Tujuan ditetapkan Pe aturan Gubernur ini adalah untuk membiayai 
penyelenggaraan Pe erintahan Daerah dan untuk peningkatan 

pelayanan kepada mas arakat. 
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Ditetapkan di Kupang 

pada tans&a! was 2022 / 
gos~mis» pa«com/ 

• ' N  
r-"' ��·-�G� ILU LAISKODAT 

·Y· ,  -."  

BAB III 

ENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 
Peraturan Gubemur ini m u lai  berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang menget uinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan pener spatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Timur. 

BAB II 

PERUBAHAN ATAS TARIF RETRIUSI IZIN USAHA PERIKANAN 

Pasal 3 
Struktur dan besarnya if retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

ayat (2) Peraturan Daer Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 

2020 tentang Retribusi I · Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi 

Nusa Tenggara Timur T ah. n  2020 Nomor 007, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara imur Nomor 0115 )  yang telah diubah adalah 

sebagaimana tercantum d am Lampiran dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan +ubenur ini. 

Diundangkan di Kupang 
pada tanggal s &Mart 
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TARIF (Rp) SATUAN PEMAKAIAN USAHA NO 

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNU' NUSA TENGGARA TIMUR 
NOMOR G4 TAHU 2022 
TANGGAL : 3 Race 2022 

USAHAPERJKANANTANGKAP 
a Surat Izin Pe I 

 1 .  Pukat Cincin zrseseine) Per GT Tahun 
2. Pancing utur, zing rawai (hand Line) Per GT/Tahun 
3. Huhate/Polea Per GT/Tahun 
4. Jaring Insang( ') Per GT/Tahun 

b Surat lzin Kapal Pe Per GT/Tahun 
c. [Surat lzin Kapal Per Per Kapal/lzin 
d. [Cek Fisik Kapal l 

;Cek Fisik Kama!Io-20GT .4 U ni t /  Tahun 
_- Cek Fisik Kapal 20 - 30 GT Unit Tahun 

- Cek Fisik K al > 30 GT Unit Tahun 


